
 
BUPATI SLEMAN 

 
PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR: 15a TAHUN 2007 
TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
BAGI PEJABAT DAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SLEMAN, 

 

Menimbang  : a. bahwa sebagai upaya peningkatan motivasi dan prestasi 

kerja pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil perlu 

diberikan tambahan penghasilan dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan; 

b. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah 

dapat memberikan tambahan penghasilan kepada 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang 

obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan 

daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Bagi pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 



Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang; 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT DAN 

STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1.  Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

2.  Bupati adalah Bupati Sleman. 

3.  Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman. 

4. Tambahan penghasilan adalah penerimaan penghasilan olah pejabat dan staf 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

BAB II 

TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan tambahan penghasilan kepada pejabat dan 

staf Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi 

kerja berupa: 

a. uang pembinaan; 



b. uang penghargaan; dan 

c. uang kesejahteraan. 

(2) Uang pembinaan diberikan untuk memotivasi pejabat dan staf Pegawai Negeri 

Sipil dalam melaksanakan tugas dengan berdasarkan beban kerja. 

(3) Uang penghargaan diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pejabat dan 

staf Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan togas berdasarkan prestasi kerja 

dan jasa pengabdian. 

(4) Uang kesejahteraan diberikan kepada pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan. 

 

Pasal 3 

Uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan 

kepada: 

a. pejabat struktural; 

b. pejabat fungsional; 

c. staf. 

 

Pasal 4 

(1) Uang penghargaan yang diberikan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada: 

a. Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c. staf ahli Bupati; 

d. pejabat struktural; 

e. pejabat fungsional; dan 

f. staf. 

(2) Uang Penghargaan yang diberikan berdasarkan jasa pengabdian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 

yang memasuki mass pension. 

 

BAB III 

KRITERIA 

Bagian Kesatu 

Uang Pembinaan 

Pasal 5 

(1) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang pembinaan bagi pejabat struktural 

sebagai berikut: 



a. mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membina bawahan; 

b. mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas 

dan fungsi satuan organisasi; 

c. mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggung resiko dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi; dan 

d. kompleksitas pekerjaan. 

(2) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang pembinaan bagi pejabat fungsional 

sebagai bedkut: 

a. ruang lingkup pekerjaan; dan 

b. homogenitas pekerjaan. 

(3) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang pembinaan bagi staf sebagai 

berikut: 

a. tanggungjawab pelaksanaan tugas; 

b. jenis dan bobot pekerjaan; 

c. pengetahuan; 

d. keterampilan; dan 

e. pengalaman. 

Bagian Kedua 

Uang Penghargaan 

Pasal 6 

(1) Kriteria pemberian uang penghargaan berdasarkan prestasi kerja pejabat dan 

staf Pegawai Negeri Sipil dengan berpedoman pada kinerja organisasi perangkat 

daerah atau kinerja individu. 

(2) Kriteria pemberian uang penghargaan berdasarkan jasa pengabdian 

berpedoman pads mass kerja Pegawai Negeri Sipil. 

 

Bagian Ketiga 

Uang Kesejahteraan 

Pasal 7 

Kriteria pemberian uang kesejahteraan adalah dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil. 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN 

Pasal 8 

Besaran tambahan penghasilan ditetapkan oleh Bupati 

 



Pasal 9 

(1) Tambahan penghasilan dalam bentuk uang pembinaan yang diterima oleh 

pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil dikurangi apabila: 

a. tidak hadir tanpa keterangan yang sah sebesar 4% per hari; 

b. datang terlambat dan atau pulang mendahului tanpa keterangan yang sah 

sebesar 2% per hari. 

(2) Tambahan penghasilan dalam bentuk uang pembinaan yang diterima oleh 

pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan apabila: 

a. menjalani cuti diluar tanggungan negara; 

b. menjalani cuti besar; 

c. menjalani cuti bersalin; 

d. menjalani cuti alasan panting lebih dari 14 (empat betas) hari; 

e. menjalani cub sakit lebih dari 14 (empat betas) hari; 

f. ijin sakit karena mengalami persalinan ke-3 (tiga) atau lebih; 

g. mengikuti tugas belajar; 

h. menjalani babas tugas (BT); 

i. menjadi perangkat desa; 

j. sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat; 

k. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin;  

l. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan, uang pembinaan dapat 

diberikan atas usulan dart atasan langsung setelah minimal 1 (satu) tahun 

menjalani hukuman; 

m. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sleman yang berstatus sebagai tenaga 

titipan diluar wilayah Kabupaten Sleman. 

 

Pasal 10 

(1) Tambahan penghasilan dalam bentuk uang penghargaan berdasarkan prestasi 

kerja yang diterima oleh pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada 

hasil penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu. 

(2) Penilaian kinerja individu ditetapkan oleh kepala organisasi perangkat daerah.  

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 

5a/Kep.KDH/A/2004 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

Keputusan Bupati Sleman Nomor 8/Kep.KDH/A/2007 tentang Pemberian Uang 



Pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

 

Ditetapkan di Sleman,  

Pada tanggal 30 Juni 2007 

BUPATI SLEMAN, 

           

  Ttd 

 

IBNU SUBIYANTO 

 

Diundangkan di Sleman 

Pada tanggal 30 Juni 2007 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

      

 Ttd 

 

SUTRISNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 8a SERI E 

 


